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ABSTRAK
Kegiatan pinjam-meminjam uang adalah salah satu kebutuhan manusia dimana kegiatan ini telah dilakukan masyarakat sejak masyarakat mengenal uang sebagai alat pembayaran. Seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah merubah pola hidup masyarakat Indonesia. Peranan aplikasi dan website dalam perkembangan teknologi ini juga digunakan untuk mengembangkan industri keuangan (financial industry) melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa keuangan yang biasa dikenal dengan sebutan Financial Technology atau fintech. Salah satu jenis fintech yang perkembangannya pesat adalah peer to peer lending (layanan pinjam meminjam secara online) akan tetapi banyak resiko yang membayangi bisnis ini seperti   berisiko diserang peretas., risiko gagal bayar, risiko penipuan,, dan rentan penyalahgunaan data nasabah seperti yang terjadi pada platform rupiah plus yang tidak jarang termasuk perbuatan melawan hukum. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui tentang perjanjian layanan pinjam meminjam secara online pada perusahaan fintech dan juga untuk mengetahui bagaimana perusahaan fintech dalam hal melindungi data nasabahnya.
Metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan masalah ini adalah metode  yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka.
Hasil penelitian yang di dapat dari penelitian ini adalah Pada Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam uang secara online (Peer To Peer Lending) terdapat 3 pihak yaitu  Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman.  Para pihak saling berhubungan  dalam bentuk perjanjian dan Dituangkan dalam dokumen elektronik. Dalam hal ini perlindungan data nasabah jelas diperlukan karena selama ini nasabah kedudukannya dianggap lebih rendah sehingga banyak nasabah yang dirugikan seperti terjadinya kebocoran data nasabah. Terdapat dua cara perlindungan data nasabah dalam perjanjian pinjam meminjam secara online ini, yaitu : perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan upaya menerapkan prinsip dasar dari Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa seperti: prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Perlindungan hukum secara represif dilakukan setelah terjadinya sengketa. Pihak yang dirugikan segera membuat tindakan pengaduan kepada pihak penyelenggara ataupun Otoritas Jasa Keuangan.  

Kata Kunci : Perlindungan, Nasabah, Fintech.


ABSTRACT
	Lending and borrowing money is one of the human needs where this activity has been carried out by the community since the community knows money as a means of payment. Along with the rapid development of information technology has changed the pattern of life of the people of Indonesia. The role of the application and website in the development of this technology is also used to develop the financial industry through the modification and efficiency of financial services commonly known as Financial Technology or fintech. One type of fintech whose development is rapid is peer to peer lending, but many of the risks that overshadow this business are at risk of being attacked by hackers, risk of default, fraud risk, and susceptibility to misuse of customer data as happened in rupiah platform plus not infrequently including illegal actions. This research aims to find out about loan agreements borrowed online at fintech companies and also to find out how fintech companies protect customer data.
	The approach method used in the discussion of this problem is a juridical-normative method, namely legal research conducted by examining library materials that use the object of writing study in the form of existing libraries, both in the form of books, magazines, and regulations that have a correlation to discuss the problem, so this writing is also a literature writing.
	The results of the research obtained from this study are in the Lending and Borrowing Service Agreement online (Peer To Peer Lending), there are 3 parties, namely the Operator, Lender and Loan Recipient. The parties are interconnected in the form of an agreement and are contained in electronic documents. In this case, customer data protection is clearly needed because so far the customer has a lower position so that many customers are harmed such as the leakage of customer data. There are two ways to protect customer data in this online loan lending agreement, namely: preventive protection and repressive protection. Preventive legal protection is carried out by attempting to apply the basic principles of the Operator prior to the occurrence of disputes such as: the principle of transparency, fair treatment, reliability, confidentiality and data security, and User dispute resolution is simple, fast and affordable. Repressive legal protection is carried out after the dispute occurs. The aggrieved party immediately makes a complaint action to the organizer or the Financial Services Authority.
			
Keywords:Protection,Customers,Fintech
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 
Kegiatan pinjam-meminjam uang adalah salah satu kebutuhan manusia dimana kegiatan ini telah dilakukan masyarakat sejak masyarakat mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan meningkatkan taraf kehidupannya.[footnoteRef:1] [1:  M. Bahsan, 2008, Hukum Jamiman dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1] 

Ada beberapa cara untuk melakukan pinjam meminjam yaitu dengan cara tradisional atau melakukan pinjam meminjam secara langsung kepada orang yang ingin memberikan pinjaman, biasanya bentuk perjanjian nya tidak tertulis. Kemudian berkembang dengan adanya bank atau badan hukum yang menyediakan jasa pinjam meminjam, biasanya bentuk perjanjiannya secara tertulis karena peminjam harus memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pinjaman.
Seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah merubah pola hidup masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut terjadi dalam segala bidang, baik bidang ekonomi, bidang sosial dan kebudayaan.[footnoteRef:2] Perkembangan tersebut ditandai dengan banyaknya bermunculan aplikasi atau website yang berbasis internet untuk mendukung kemudahan dalam kegiatan manusia. Perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, salah satunya yang berkaitan dengan teknologi finansial untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat termasuk akses terhadap layanan finansial dan pemprosesan transaksi.  [2:  Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 1.] 

Peranan aplikasi dan website dalam perkembangan teknologi ini juga digunakan untuk mengembangkan industri keuangan (financial industry) melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa keuangan yang biasa dikenal dengan sebutan Financial Technology atau fintech. Hasil riset Asosiasi Fintech Indonesia melaporkan bahwa saat ini perusahaan fintech di Indonesia masih didominasi oleh perusahaan payment (39%), market provisioning (11%), invesment management (11%), insurance (3%), deposite and lending (32%), capical raising (4%).[footnoteRef:3] Pengembangan fintech yang sangat cepat pun menyentuh berbagai sektor keuangan mulai dari ritel, wealth management, UKM, korporasi dan investasi perbankan serta asuransi. Hal ini menjadi kesempatan emas dalam menjangkau masyarakat yang selama ini belum terjangkau oleh berbagai layanan keuangan.  [3:   Triyono, Fintech bussines models development in Indonesia, kepala grup inovasi keuangan digital otoritas jasa keuangan, Indonesia financial service authority] 

Salah satu layanan fintech yang mendapatkan perhatian adalah layanan peer to peer lending. Peer to peer lending adalah sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital peminjam yang membutuhkan modal usaha dengan pemberi pinjaman yang mengharapkan return yang kompetitif. Peer to peer lending memiliki keunggulan khas yaitu dapat menjalankan fungsi interface melalui pendanaan di luar neraca (off-balance sheet). Layanan peer to peer Lending juga lebih fleksibel dan dapat mengalokasikan modal atau dana hampir kepada siapa saja, dalam jumlah nilai berapa pun, secara efektif dan transparan, serta dengan bunga yang ringan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 / POJK.01 /2016 menyebutkan terdapat tiga pihak yang bersangkutan :
a. Penyelengara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau biasa disebut Penyelenggara adalah badan  hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.[footnoteRef:4] [4: Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 1998 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.  ] 

b. Penerima Pinjaman adalah orang dan /atau badan hukum yang mempunyai utang karena Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.[footnoteRef:5] [5: Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 1998 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.  ] 

c. Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.[footnoteRef:6] [6:  Lihat Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 1998 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.  ] 

Layanan keuangan seperti peer to peer lending sangat relevan dan menjadi angin segar bagi Indonesia yang masih bekerja keras dalam menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah. Pertama, Indonesia masih perlu meningkatkan taraf inklusi keuangan masyarakatnya. Asosiasi Fintech Indonesia melaporkan masih ada 49 juta UKM yang belum bankable yang umumnya disebabkan karena pinjaman modal usaha mensyaratkan adanya agunan. Peer to peer lending dapat menjembatani UKM peminjam yang layak/credit worthy menjadi bankable dengan menyediakan pinjaman tanpa agunan. 
Kedua, Indonesia harus menyiasati tidak meratannya ketersediaan layanan pembiayaan. masih 60% layanan pembiayaan terkonsentrasi di pulau jawa. Dengan adanya teknologi peer to peer lending mampu menjangkau hampir seluruh masyarakat di Indonesia yang berada di mana pun secara efektif dan efisien. 
Ketiga, terdapat kesenjangan pembiayaan pembangunan sebesar Rp 1.000 triliun setiap tahun. Saat ini institusi keuangan yang ada hanya mampu menyerap kebutuhan sekitar Rp 700 triliun dari total kebutuhan sebesar Rp 1.700 triliun tiap tahunnya. Peer to peer lending menawarkan overhead yang rendah, dengan credit scoring dan algoritma yang inovatif, untuk dapat mengisi kebutuhan besar akan pembiayaan tersebut. Potensi-potensi tadi menunjukkan bahwa peer to peer lending sejatinya merupakan esensi dari inklusi keuangan, yang mampu membuka segmen baru perekonomian, khususnya kepada lapisan masyarakat Indonesia yang belum terjangkau oleh institusi keuangan yang ada saat ini.[footnoteRef:7] [7:  Wijaya, Reynold.P2P Lending Sebagai Wujud Baru Inklusi Keuangan.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2p.lending.sebagai.wujud.baru.i
nklusi.keuangan. diakses tanggal 22 agustus 2018] 

Keberadaan peer to peer lending sebagai dampak kemajuan teknologi informasi paling berdampak pada sektor ekonomi dan sektor hukum. Di sektor ekonomi kehadiran peer to peer lending cenderung mengakibatkan transaksi yang makin efektif dan efisien seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Di lain pihak, kehadiran peer to peer lending pada sektor hukum mengakibatkan berbagai persoalaan hukum dalam perlindungan hak konsumen, baik sebagai debitur maupun kreditur, Faktor-faktor yang mengakibatkan timbulnya persoalan hukum perihal peer to peer lending diantaranya tidak bertemunya antara debitur dan kreditur, kediaman para pihak yang saling berjauhan atau bahkan tidak saling mengetahui.[footnoteRef:8] Belum lagi sebagai program nasional keuangan inklusif yang kini tengah digalakkan oleh OJK dan Bank Indonesia, implementasi yang melibatkan masyarakat terkendala pada tingkat pemahaman pengguna yang tergolong masyarakat kelompok bottom of pyramid sebagaimana tujuan dari strategi nasional keuangan inklusif.[footnoteRef:9] Dengan mempertimbangkan potensi yang besar, peer to peer lending perlu diatur secara hati-hati.  [8:  Sari, Valenta Elisa. OJK Mengaku Sulit Bikin Aturan Peer to Peer Lending Fintech.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160919124617-78-159357/ojk-mengaku-sulit-bikinaturan-
peer-to-peer-lending-fintech/.19 oktober 2018]  [9:  Bank Indonesia. Strategi Keuangan Nasional Inklusif.
http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/Indonesia/strategi/Contents/Default.aspx. diakses tanggal 11 september 2018.] 

Peneliti eksklusif senior Departemen Pengembangan Kebijakan Strategis OJK, Hendrikus Passagi, selalu menekankan bahwa penyelenggara layanan ini perlu memiliki kapasitas dan kepiawaian dalam memitigasi risiko demi perlindungan hak konsumen/nasabah serta untuk membela kepentingan nasional.[footnoteRef:10] Berkaitan dengan hal tersebut, perusahaan peer to peer lending wajib memastikan keamanan dana publik, keamanan data publik, serta kemampuan untuk menjaga keuangan masyarakat, khususnya dengan memberikan suku bunga yang wajar. Sementara dalam aspek perlindungan kepentingan nasional perusahaan peer to peer lending harus dapat mencegah risiko pencucian uang, pembiayaan terorisme, dan mengantisipasi gangguan stabilitas sistem keuangan nasional.  [10:  Wijaya, Reynold.
http://internasional.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2p.lending.sebagai.wujud.baru.inkl
usi.keuangan. 22 agustus  2018] 

	Mekanisme pengawasan saat ini sudah selayaknya dikaji kembali karena inovasi dan pembayaran digital harus diimbangi dengan mitigasi risiko untuk memastikan bahwa kepentingan konsumen terlindungi.[footnoteRef:11] Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewaspadai empat resiko yang membayangi bisnis jasa layanan keuangan berbasis teknologi finansial atau financial technology (fintech) yaitu pertama bisnis fintech  berisiko diserang peretas. Kedua, risiko gagal bayar, Ketiga, risiko penipuan. Keempat, adalah rentan penyalahgunaan data nasabah.[footnoteRef:12] [11:  ibid]  [12:  Dipaparkan dalam seminar OJK/FinConNet International Seminar.17 November 2016.Hotel
Fairmont, Jakarta.] 

Dengan adanya kobocoran data nasabah, seperti yang terjadi pada platform rupiah plus sangat merugikan nasabah sehingga perlu ditanyakan mengenai perlidungan nasabah akan kebocoran data nasabahnya. Karena pada dasarnya nasabah mempunyai hak akan perlindungan data pribadinya yang sudah jelas diatur dalam Undang-undang. Berdasarkan informasi diatas maka penulis mengambil judul PERLINDUNGAN DATA NASABAH DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA ONLINE PADA PERUSAHAAN FINTECH.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas, makadapat ditarik beberapa perumusan masalah yang akan menjadi inti dari penelitian ini sebagai berikut :
1. Bagaimana perjanjian layanan pinjam meminjam secara online pada perusahaan fintech?
2. Bagaimana perlindungan data nasabah pada perusahaan fintech?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah :.
1. Untuk mengetahui perjanjian layanan pinjam meminjam secara online pada perusahaan fintech.
2. Untuk mengetahui sejauhmana perusahaan fintech dalam melindungi data nasabahnya.

D. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan konstribusi baik secara teoritis, praktis, maupun kebijakan bebagai pihak yaitu sebagai berikut : 
1. Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan Memberikan sumbangan pengetahuan bagi ilmu hukum pada umum nya dan khususnya untuk Hukum Perdata mengenai  perlindungan data nasabah dalam  pinjam miminjam uang berbasis teknologi informasi.
2. Praktis 
a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang finansial teknologi terutama dalam layanan dan perlindungan data nasabah.
b. Memberikan informasi yang sebenarnya terhadap keabsahan  hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi sehingga masyarakat merasa aman dalam menggunakan layanan tersebut.
c. Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pustaka bagi pihak selanjutnya yang ingin mengetahui dan mempelajari tentang bagaimana perlindungan data nasabah dalam perjanjian pinjam meminjam secara online pada perusahaan fintech.

E. Terminologi
1. Pengertian data 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Data adalah yang berkenaan dengan ciri seseorang, misalnya nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga;
2. Pengertian Nasabah
      Nasabah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan dalam hal keuangan. Jadi Data Nasabah adalah suatu data diri seseorang yang yang berhubungan dengan pelanggan dalam hal keuangan.
3. Pengertian Perjanjian
Menurut Lukman Santoso perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan hubungan hukum/perikatan dan bersifat konkret [footnoteRef:13] [13:  (Lukman Santoso, 2012, Hukum Perjanjian Kontrak, Cakrawala, Yogyakarta, halaman 8).] 

4. Pengertian Pinjam Meminjam
Menurut yang tercantum dalam pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER), pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu jumlah tertentu barang-barang kepada pihak lain.
5. Pengertian fintech 
      Didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien.[footnoteRef:14] [14:  Narain, A. (2016). Two faces of change. Finance & Development (September), Vol. 53, No. 3. Washington DC, International Monetary Funds] 


F. Metode Penelitian
Dalam suatu penelitian hukum,diperlukan metode penelitian yang berfungsi sebagai penunjang sumber informasi dalam penyusunan penulisan.suatu penelitian ilmiah yang mempelajari hukum tertentu dengan menganalisa dengan melaksanakan suatu pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.[footnoteRef:15] gejala yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peristiwa hukum yang diangkat menjadi isu hukum untuk dicari solusi hukum. Dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan data nasabah dalam perjanjian pinjam meminjam secara online pada perusahaan fintech dan diharapkan ditemukan solusi hukumnya. Metode penelitian ini terdapat berbagai macam jenis diantaranya melalui: [15:  Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hal, 27.] 

1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka.[footnoteRef:16]. [16:  Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif , Rajawali Press,Jakarta, 1998, hlm. 15.] 

2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan memberikan kenyataan – kenyataan yang ada tentang perlindungan data nasabah dalam perjanjian pinjam meminjam secara online pada perusahaan fintech beserta penyelesaiannya. Penelitian yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemaparan secara anlisis mengenai suatu keadaan yang dihadapi, dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan hukum positif yang ada dan berlaku mengenai penyelesaiannya.
3. Sumber Data Penelitian
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini terdiri dari:
1) Undang-Undang:
a).Undang-Undang Dasar 1945;
b).Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
c).Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
d).Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
e).Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2) Peraturan lain :
a) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi;
b) POJK Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital;
c) Peraturan Bank Indonesia Nomer 19/12/PBI/2017 Tentang penyelenggaraan teknologi finansial
d) Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
e) Surat Edaran OJK Nomer 14 tahun 2014 
f) PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.
b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan atau membahas bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia.
4. Objek Penelitian
Objek penlitian ini adalah perlindungan data nasabah dalam perjanjian pinjam meminjam secara online pada perusahaan fintech.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui data sekunder yakni studi pustaka dan studi dokumen, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum dan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, risalah sidang dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
6. Metode Analisis Data
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Data sekunder yang akan digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

G. Sistematika Penulisan
Penulis akan menguraikan sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:
BAB I: Pendahuluan
Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian yang terdiri dari: pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data dan serta  sistematika penulisan hukum.
BAB II: Tinjauan Pustaka
Bab ini penulis memaparkan mengenai pertama tinjauan umum perjanjian yang didalamnya mencakup tentang pengertian perjanjian, jenis-jenis perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat-syarat perjanjian dan hubungan hukum adanya perjanjian. kedua tinjauan umum tentang fintech, didalamnya mencakup tentang pengertian fintech, jenis-jenis fintech, manfaat fintech dan resiko adanya fintech. Ketiga tinjauan umum tentang nasabah yang didalamnya mencakup tentang perngertian nasabah, klasifikasi nasabah dan kriteria data nasabah. Serta dalam bab ini juga mengatur tentang perjanjian menurut hukum islam.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian berserta pembahasannya yang sesuai dengan rumusan masalah yang meliputi mekanisme perjanjian layanan pinjam meminjam secara online pada perusahaan fintech dan perlindungan data nasabah pada perusahaan fintech.
BAB IV: Kesimpulan dan Saran
Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan serta solusi dari penulis terhadap masalah-masalah yang timbul.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN








BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan umum Hukum Perjanjian 
1. Pengertian perjanjian
Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda overeenkomst dan verbintenis. Perjanjian adalah terjemahan dari Toestemming yang ditafsirkan sebagai wilsovereenstemming (persesuaian kehendak/kata sepakat). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan mengikatkan dirinya.[footnoteRef:17] Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. [17:  http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23887/3/Chapter%20II.pdf diakses pada tanggal 13 November 2018 .] 

Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak ysng lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.  Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[footnoteRef:18] Perjanjian merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, misalnya jual beli barang, tanah, asuransi, pengangkutan barang, pemberian kredit, dan pembentukan organisasi usaha.[footnoteRef:19] [18:  Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 29.]  [19:  Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1986, hlm. 93.] 

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum, dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
Pada asasnya perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, seperti tampak dalam bunyi pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1315 KUH Perdata.[footnoteRef:20] Perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting, karena perikatan adalah suatu pengertian abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa yang nyata mengikat para pihak yang membuat suatu perjanjian. [20:  Chairun Pasribu, Suharawardi Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta, 2011, hlm. 263.] 

2. Jenis-jenis Perjanjian
Berikut ini jenis-jenis perjanjian dalam konsep hukum perdata :
a. Perjanjian timbal balik dan Perjanjian sepihak 
Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual-beli. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi objek perikatan dan pihak lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu.
b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.
Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya, hibah. 
Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.
c. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama
Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari.
Sedangkan perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di masyarakat. Lahirnya perjanjian ini berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian yang berlaku di dalam Hukum Perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian adalah perjanjian sewa beli.
d. Perjanjian obligator dan kebendaan.
Perjanjian obligator adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut KUHPerdata, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Beralihnya hak milik atas bendanya masih diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan. Perjanjian jual belinya itu dinamakan perjanjian obligator karena membebankan kewajiban kepada para pihak untuk melakukan penyerahan. Penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan.
e. Perjanjian konsensual dan riil.
Perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdata, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUPerdata). Namun demikian di dalam KUHPerdata ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misalnya, perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdata), pinjam-pakai (Pasal 1740 KUHPerdata). Perjanjian yang terakhr ini dinamakan perjanjian riil.[footnoteRef:21] [21:  Mariam Darus Badrulzaman,1994, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
hlm. 19] 

3. Asas-Asas Perjanjian
Theo Huijbers mengatakan asas-asas hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itun disebut juga pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi tolak berfikir tentang hukum dan juga merupakan titik tolak bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut. [footnoteRef:22] [22:  Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hal, 81.] 

Lebih tegasnya lagi, barang kali tidak berlebihan apabila Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa asas hukum itu merupakan “jantungnya” peraturan hukum.Hal ini didasarkan padasalah satunya tuntutan etis, maka asas hukum itu merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.[footnoteRef:23]  jadi, asas hukum atau biasa disebut pula “prinsip hukum” adalah nilai dasar atau fundamental yang memberikan kehidupan dalam peraturan-peraturan hukum secara implicit yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat baik secara universal maupun dalam masyarakat tertentu. [23:  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakri, Bandung, 2000, hal, 45.] 

Berpedoman dari pengertian asas diatas, maka dapat ditarik suatu garis damarkasi bahwa asas-asas dalam perjanjian merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat Indonesia. Berikut asas-asas dalam perjanjian :
3.1.  Asas Kebebasan Berkontrak
Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang penting dalam hukum perjanjian. Asas ini merupakan perwujudan manusia yang bebas, pancaran hak asasi manusia. Asas kebebasan berkontrak berhubungan erat dengan isi perjanjian, yakni kebebasan untuk menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian diadakan.
3.2.  Asas Konsensualisme
Asas konsensualisme dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPdt dan disebutkan secara tegas bahwa untuk sahnya perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditemukan dalam perkataan “semua” menunjukan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan kehendak yang dirasakan baik untuk menciptakan perjanjian.
3.3.  Asas Keseimbangan 
Asas keseimbangan menghendaki para pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang mereka buat. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi dengan melunasi utang melalui kekayaan debitur, namun kreditur juga mempunyai beban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajiban untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.
3.4.  Asas Kepercayaan 
Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain, menumbuhkan kepercayaan di antara para pihak antara satu dengan yang lain akan memegang janjinya untuk memenuhi prestasi di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin diadakan para pihak. 
3.5.  Asas Kebiasaan 
Asas kebiasaan diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 1347 Kitab Undang-undang Hukum perdata. Menurut asas ini perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan lazim diikuti.[footnoteRef:24] [24:  Handri Raharjo, Hukum Perjanjian Di Indonesia, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009, hlm. 43-46] 

4. Syarat-syarat sah nya perjanjian 
Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a) Kesepakatan
Kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.
b) Kecakapan
Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Adapun orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orangorang yang belum dewasa, dan orang yang dibawah pengampuan.[footnoteRef:25] [25:  R. Soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum), Alumni
Bandung, Bandung, 1999, hlm 12] 

c) Suatu Hal Tertentu
Menurut KUH Perdata hal tertentu adalah :
· Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata);
· Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata);
d) Suatu Sebab yang Halal
 Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdata).[footnoteRef:26] [26:  Ibid., hlm 16] 

Syarat ‘a dan ‘b disebut dengan Syarat Subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan  syarat ‘c dan ‘d disebut Syarat Obyektif, karena mengenai obyek dari suatu perjanjian. Apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.
Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut.[footnoteRef:27] [27:    Subekti, R, Prof, S.H. dan Tjitrosudibio, R, 2001, Kitab Undang Undang Hukum Perdata,  Cetakan ke-31, PT Pradnya Paramita, Jakarta.] 

5. Hubungan Hukum dalam Perjanjian
Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan. Suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak memliki hubungan hukum yang harus dipatuhi keduanya.
Hubungan ini memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak untuk memberikan tuntutan atau memenuhi tuntutan tersebut, artinya, tidak akan ada kesepakatan yang mengikat seseorang jika tidak ada perjanjian tertentu yang disepakati oleh para pihak, dari adanya hubungan hukum tersebut, maka timbul tanggungjawab para pihak dalam suatu perjanjian.
Tanggungjawab merupakan realisasi kewajiban terhadap pihak lain, untuk merealisasikan kewajiban tersebut perlu ada pelaksanaan (proses). Hasilnya adalah terpenuhinya hak pihak lain secara sempurna atau secara tidak sempurna. Dikatakan terpenuhinya secara sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain memperoleh haknya sebagaimana mestinya pula. Hal ini tidak menimbulkan masalah. Dikatakan tidak terpenuhinya secara sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, hal ini menimbulkan masalah, yaitu siapa yang bertanggungjawab artinya siapa yang wajib memikul beban tersebut, pihak debitur atau kreditur, pihak penerima jasa atau pemberi jasa, dengan adanya pertanggungjawaban ini hak pihak lain diperoleh sebagaimana mestinya (haknya dipulihkan). Jika pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya, ia dikatakan wanprestasi atau ingkar janji.[footnoteRef:28] [28:  Tood D. Rakoff, Contract of Adhesion an Essay Inreccontruction, 1983, hlm 1189] 

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi itu dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi dapat berupa:


1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi..[footnoteRef:29] [29:  http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-perjanjian/ diakses pada 17 november 2018] 


B. Tinjauan umum tentang fintech
1. Pengertian fintech 
Finansial Teknologi atau Fintech adalah inovasi dalam bidang keuangan yang menggabungkan antara layanan keuangan dan teknologi informasi. Penggunaan teknologi dalam sistem keuangan ini dapat menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Perkembangan teknologi finansial di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan.[footnoteRef:30] Masuknya Fintech merupakan terobosan baru terhadap aspek-aspek bisnis di Indonesia menjadi lebih efisien dan mudah. Sejauh ini, ketentuan mengenai Fintech memang masih sedikit dan belum dibahas secara menyeluruh. Dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, belum ada aturan selevel undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai Fintech ini. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sesuai kewenangannya yang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan telah menelurkan beberapa regulasi untuk mengatur fintech. Berikut adalah beberapa regulasi tersebut:  [30:  www.bi.go.id,Fintech bank Indonesiadiakses tanggal 15-10-2018.] 

1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)
OJK membuat aturan ini untuk mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan fintech peer to peer lending (P2P lending). Pada intinya, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 bertujuan untuk melindungi konsumen terkait keamanan dana dan data, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, stabilitas sistem keuangan, hingga para pengelola perusahaan fintech. Ketentuan ini mengatur mengenai batasan kepemilikan saham, modal minimal, batas maksimal pinjaman dan bunga, keharusan pembuatan escrow account, serta beberapa prinsip yang wajib diterapkan penyelenggara fintech.
2) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemprosesan Transaksi Pembayaran (PTP).
Sebagaimana dilansir dari laman resmi bi.go.id, terbitnya PBI Nomor 18/40/PBI/2016 ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Cakupan dalam PBI Nomor 18/40/PBI/2016  ini meliputi penyelenggara dalam pemrosesan transaksi pembayaran, perizinan dan persetujuan dalam penyelenggaraan pemprosesan transaksi pembayaran, kewajiban dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, laporan, peralihan izin penyelenggara jasa sistem pembayaran dan pengawasan, larangan, serta sanksi. 
3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
Perkembangan fintech di Indonesia tumbuh begitu cepat sehingga dikhawatirkan akan berdampak buruk pada penyelenggaraannya. Untuk itu, BI menerbitkan PBI Nomor 19/12/PBI/2017 sebagai payung hukum demi menjaga kestabilan sistem keuangan di Indonesia tersebut. Terbitnya PBI Nomor 19/12/PBI/2017 ini bertujuan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian. Disamping itu, Bank Indonesia juga menerbitkan ketentuan pelaksanaan PBI Penyelenggaraan Teknologi Finansial diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial dan PADG No. 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.[footnoteRef:31] [31:  https://kliklegal.com/mengenal-regulasi-yang-mengatur-fintech-di-indonesia/2017. Diakses pada 20 november 2018.] 

4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD).
OJK membuat peraturan ini sebagai payung hukum untuk menaungi seluruh perusahaan sektor digital, yang bertujuan untuk memberikan manfaat yang luas dan perlindungan kepada masyarakat. Secara umum peraturan ini sebagai pengawas berbasis market of conduct serta terkait dengan regulatory sandbox yaitu mekanisme pengujian yang dilakukan OJK untuk menilai kemampuan dalam proses bisnis, model bisnis, instrument keuangan, dan tata cara kelola penyelenggaraan bisnis fintech. Aturan ini dikeluarkan tertanggal 15 agustus 2018 terdiri dai 43 pasal, yang membahas tentang tujuan pembentukan inovasi keuangan digital, regulatory sandbox, ruang lingkup bisnis digital, pengelolaan investasi, penyaluran dana, perlindungan dan kerahasiaan data.[footnoteRef:32] [32:  www.kontan.co.id-ojk-menerbitkanpayunghukum-keuangandigital diakses tanggal 2 desember 2018.] 

Konsep Fintech yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial diharapkan bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern.
2. Jenis – jenis fintech
Menurut Badan internasional pemantau dan pemberi rekomendasi kebijakan mengenai sistem keuangan global, Financial Stability Board (FSB) membagi fintech dalam empat kategori berdasarkan jenis inovasi. 
a) Pertama, payment, clearing dan settlement. Ini adalah fintech yang memberikan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun yang dilakukan Bank Indonesia seperti Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI) hingga BI scripless Securities Settlement System (BI-SSSS). Contohnya, Kartuku, Doku, iPaymu, Finnet dan Xendit
b) Kedua, e-aggregator. Fintech ini menggumpulkan dan mengolah data yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk membantu pengambilan keputusan. Startup ini memberikan perbandingan produk mulai dari harga, fitur hingga manfaat. Contohnya, Cekaja, Cermati, KreditGogo dan Tunaiku.
c) Ketiga, manajemen resiko dan investasi. Fintech ini memberikan layanan seperti robo advisor (perangkat lunak yang memberikan layanan perencanaan keuangan dan platform e-trading dan e-insurance. Contohnya, Bareksa, Cekpremi dan Rajapremi.
d) Keempat, peer to peer lending (P2P). Fintech ini mempertemukan antara pemberi pinjaman (investor) dengan para pencari pinjaman dalam satu platform. Nantinya para investor akan mendapatkan bunga dari dana yang dipinjamkan. Contohnya, Modalku, Investree, Amartha dan KoinWorks.[footnoteRef:33]  [33:  Muhammad Afdi Nizar, Ministry of Finance, Indonesia.Teknologi Keuangan (Fintech) : Konsep dan Implementasinya di Indonesia] 

Perusahaan fintech  atau sering disebut pihak penyelenggara mempunyai prinsip kerja yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Kegiatan menghimpun dana berasal dari pihak pemberi pinjaman atau sering disebut investor dan kemudian disalurkan kepada pihak penerima pinjaman atau yang disebut nasabah. 
3. Manfaat adanya fintech 
Berikut beberapa manfaat dengan adanya perusahaan fintech:
a. Mendorong keterbukaan Keuangan Masyarakat 
Dengan adanya fintech, semua masyarakat, lebih-lebih yang unbanked, bisa menikmati semua fasilitas yang ditawarkan bank atau lembaga keuangan lainnya. Ini menjadi penting saat melihat kenyataan menurut data World Bank, Global Financial Inclusion Index pada tahun 2014, menyebutkan hanya 36 % orang dewasa di Indonesia yang mempunyai rekening. Demi mendukung keterbukaan akses keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun mempunyai program Laku Pandai yang merupakan akronim dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif. Dengan dibukanya Laku Pandai, ini mempermudah beberapa bank membuka layanan perbankan dengan memanfaatkan smartphone yang didukung agen-agen sebagai pihak perpanjangan tangan bank.
b.   Memberikan kemudahan masyarakat untuk memiliki rekening sendiri
Fintech juga mendukung mereka yang selama ini bukan tidak ingin memiliki rekening sendiri di bank. Mungkin karena keterbatasan waktu, tenaga, dan akses pada layanan keuangan membuat masyarakat enggan melakukannya. Apalagi, mengingat jam operasional bank yang hanya melayani nasabah pada hari kerja. Dengan adanya fintech, semua kendala itu bisa dikikis dan lebih mudah untuk mewujudkan keinginan memiliki rekening sendiri di bank maupun melakukan transaksi tanpa kepemilikan rekening, cukup dengan mendaftar dan memiliki sebuah akun dalam fintech. Tetapi harus selalu cek dan ricek layanan fintech tersebut apakah sudah mematuhi ketentuan OJK dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam rangka memberi keamanan dan kenyamanan  dalam bertransaksi.
c.   Memudahkan pemilihan produk dan layanan finansial sesuai kebutuhan
Memilih produk dan layanan finansial dari startup fintech sesuai porsi yang dibutuhkan. Tidak hanya produk yang berupa layanan penyimpanan sejumlah uang saja yang bisa diperoleh, tapi juga peminjaman dana untuk mendukung usaha yang sedang dirintis dengan berbagai platform pembayaran, kepemilikan, dan perbandingan kartu kredit dan asuransi, sampai pada Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Tanpa Agunan (KTA). Jadi, bisa disimpulkan tidak hanya bank saja yang meramaikan industri fintech ini.Tapi juga berbagai pemain dunia fintech yang ingin ikut andil dalam era big data dewasa ini.
d.   Memudahkan melakukan investasi
Selain memudahkan dalam hal peminjaman dana, fintech juga dapat memudahkan dalam hal berinvestasi pada sejumlah pendanaan. Baik UMKM yang sedang berkembang, atau memilih produk investasi semacam saham dan reksadana. Didalam difintech terdapat data-data dari sesuatu perusahaan sehingga memudahkan untuk mengambil keputusan yang benar dalam hal berinvestasi.
e.   Memudahkan dalam hal pembayaran
dengan adanya fintech dapat mempermudah dalam hal bertransaksi kapan saja dan dimana saja. Penggunaan uang tunai tidak selalu dibutuhkan karena pengguna fintech sudah memiliki sebuah rekening untuk melakukan pembayaran. Tak heran banyak pula bermunculan pemain dunia fintech yang mengambil peluang ini. Baik dari pihak bank maupun nonbank seperti Uangku yang dikeluarkan Smart Telecom, Sakuku, dan Flazz yang dikeluarkan BCA, Mandiri e-cash yang dikeluarkan Bank mandiri, dan masih banyak contoh lainnya. Pembayaran nontunai ini biasanya menggunakan teknik electronic data capture (EDC), near field communication (NFC), dan ada pula yang menggunakan alternatif pay by QR code.
g.   Memudahkan dalam pengelolaan keuangan
fintech dapat membantu dalam hal pengelolaan keuangan nasabahnya untuk mengingatkan dan mengerem pengeluaran keuangan. Dengan tujuan untuk  membuat cashflow menjadi seimbang dan sehat. Startup fintech yang bermain dalam ranah ini contohnya Jojonomic yang akan membantumu merinci catatan pemasukan dan pengeluaran berbagai kategori seperti belanja, transportasi, makan, dan keperluan harian lainnya. Tak hanya sebatas itu, fintech juga akan membantu dalam proses penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak seperti teknologi yang dikembangkan Onlinepajak.com. Bahkan, ada pula startup yang mengembangkan proses menghtung rugi-laba usaha kamu dalam satu pintu.[footnoteRef:34] [34:  https://www.bitebrands.co/2017/11/pengertian-definisi-manfaat-kegunaan-tujuan-financial-technology.html diakses pada 21-08-2018.] 

4. Resiko adanya fintech
a. Risiko atas cyrbercime
Hal ini adalah risiko yang paling potensial. Mulai dari penipuan, penyalahgunaan data klien, tanda tangan digital yang dapat dipalsu, dan beragam kejahatan dunia maya lainnya terhadap keamanan data yang rentan perlu diberi atensi.
b. Risiko gagal bayar
Bagi Finteh yang menjalani bisnis sebagai pembiayaan atau kredit, risiko gagal bayar adalah hal yang cukup mengkhawatirkan. Para investor sendiri sejak awal harus siap bahwa risiko untuk menanggung risiko gagal bayar kredit adalah tanggung jawab mereka.
c. Risiko pencucian dana dan aksi terorisme
Kehadiran Fintech juga memiliki risiko terhadap kasus pencucian dana dan aksi pendanaan untuk terorisme. Hal ini disebabkan oleh lebih mudah dan cepatnya dalam melakukan transaksi keuangan.[footnoteRef:35] [35:  http://www.digination.id/read/0141/kenali-risiko-penggunaan-fintech diakses tanggal  2 desember 2018] 



C. Tinjauan umum tentang Nasabah 
1. Pengertian Nasabah
Nasabah adalah aset atau kekayaan utama perusahaan keuangan, Karena tanpa nasabah perusahaan tidak berarti apa-apa. Menurut Kamus Perbankan, nasabah adalah orang atau badan hukum yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.[footnoteRef:36] Pada tahun 1998 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diintroduksilah rumusan masalah nasabah dalam pasal 1 angka 16, yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. Rumusan ini kemudian diperinci pada angka berikutnya, sebagai berikut: [36:  Saladin Djaslim, Manajemen Pemasaran, (Bandung: PT. Linda Karya, 2002), hal. 7] 

 Nasabah penyimpan dana menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan..
Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.[footnoteRef:37]  [37:  Thy Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 30] 


2. Klasifikasi Nasabah
a. Orang 
Nasabah bank terdiri dari orang yang telah dewasa dan orang yang belum dewasa. Nasabah orang dewasa hanya diperbolehkan untuk nasabah kredit dan atau nasabah giro. Sedangkan nasabah simpanan dan atau jasa-jasa bank lainnya dimungkinkan orang yang belum dewasa, misalnya nasabah tabungan dan atau nasabah lepas (working customer) untuk transfer dan sebagainya. Terhadap perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah yang belum dewasa tersebut telah disadari konsekuensi hukum yang diakibatkannya. Konsekuensi hukum tersebut adalah tidak dipenuhinya salah satu unsur sahnya perjanjian seperti yang termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, artinya perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang dapat mewakili anak yang belum dewasa itu, yaitu orang tua atau walinya melalui acara gugatan pembatalan. Dengan kata lain, selama orang tua atau wali dari orang yang belum dewasa tersebut tidak melakukan gugatan, maka perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat terhadap para pihak. Nasabah kredit dan rekening giro bisaaanya diwajibkan bagi nasabah yang telah dewasa. Hal ini disebabkan karena resiko bank yang sangat besar jika dalam pemberian kredit dan atau pembukaan rekening giro diperbolehkan bagi nasabah yang belum dewasa.

b. Badan Hukum
Untuk nasabah berupa badan, perlu diperhatikan aspek legalitas dari badan tersebut serta kewenangan bertindak dari pihak yang berhubungan dengan bank. Hal ini berkaitan dengan aspek hukum perseorangan. Berkaitan dengan kewenangan bertindak bagi nasabah yang bersangkutan, khususnya bagi “badan”, termasuk apakah untuk perbuatan hukum tersebut perlu mendapat persetujuan dari komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) agar diperhatikan anggaran dasar dari badan yang bersangkutan. Subjek hukum yang berbentuk badan, tidak otomatis dapat berhubungan dengan bank. Untuk dapat berhubungan dengan bank, harus juga dilihat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana ketentuan internal yang berlaku pada bank yang bersangkutan.[footnoteRef:38] [38:  Ibid., hal. 24] 

3. Kriteria data nasabah
Kemudian Kreteria data nasabah yang harus dipenuhi oleh nasabah antara lain :
1. Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat serta kewarganegaraan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP), SIM atau paspor dan dilengkapi dengan informasi mengenai alamat tinggal tetap apabila berbeda dengan yang tertera di dalam dokumen.
2. Alamat dan telfon tempat bekerja yang dilengkapi dengan keterangan mengenai kegiatan usaha perusahaan/instansi tempat bekerja.
3. Keterangan mengenai pekerjaan dan penghasilan.
4. Keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaa dana.
5. Keterangan simpanan dana nasabah penyimpan.[footnoteRef:39] [39:  Widiyono, 2006. Aspek hukum operasional transaksi produk perbankan Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia] 

Sedangkan menurut Surat Edaran OJK no 14 tahun 2014 data/informasi nasabah/konsumen harus mencakup :
a. Perseorangan
1) nama;
2) alamat;
3) tanggal lahir dan/atau umur;
4) nomor telepon; dan/atau
5) nama ibu kandung.
b. Korporasi/badan hukum
1) nama;
2) alamat;
3) nomor telepon;
4) susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen identitas
    berupa Kartu Tanda Penduduk/paspor/ijin tinggal; dan/atau
5) susunan pemegang saham.
Penyelenggara atau pihak perusahaan fintech wajib menggunakan pusat data dan pusat pemuliahan bencana yang wajib di tempatkan di Indonesia.[footnoteRef:40] Dan pihak penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan data nasabah, memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung  dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya, menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan  layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya dan memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.[footnoteRef:41] [40:  Pasal 25 POJK NO 77 Tahun 2016 Tentang  Layanan Pinjam Meninjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.]  [41:   Pasal 26 POJK NO 77 Tahun 2016 Tentang Layanan PInjam Meninjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.] 




D. Tinjauan umum perjanjian menurut Hukum Islam 
1. Pengertian perjanjian  menurut Hukum Islam
Perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan Mu’ahadah Ittifa’, atau akad ( عَقْدَة). Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.[footnoteRef:42] Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-‘aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan.(الرَّبْط).[footnoteRef:43]  [42:   Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi, dan
implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), Ed. Pertama, Cet. ke-1, h. 22.]  [43:   Syamsul Anwar, op.cit., hal 68.] 

Muhamad Asro dan Muhamad Kholid menyimpulkan bahwa akad adalahperikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai transaksi tertentu yang diatur hukum Islam atas dasar saling merelakan untukterjadinya perpindahan hak milik objek tertentu disebabkan manfaat yang diperoleh kedua belah pihak dan berakibat hukum yang sama.[footnoteRef:44] Ulama mazhab dari kalangan Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Ibnu Taimiyah mengatakan yang dikutip oleh Wawan, akad adalah setiap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan.[footnoteRef:45] [44:   Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, Fiqh Perbankan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 74]  [45:  Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan (Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam),
(Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 243.] 

Dari definisi yang dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan bahwa perjanjian atau akad adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri satu sama lainnya, dengan diwujudkan dalam ijab dan qabul yang objeknya sesuai dengan syariah, dengan pengertian lain bahwa perjanjian tersebut berlandaskan keridhaan atau kerelaan secara timbal balik dari kedua belah pihak terhadap objek yang diperjanjikan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian akad atau perjanjian akan menimbulkan kewajiban prestasi pada satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut.
2. Unsur-Unsur Perjanjian Dalam Hukum Islam
Definisi akad tersebut mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
a. Akad diwujudkan dalam ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama dalam suatu akad yang menunjukkan kehendaknya untuk melakukan akad. Sedangkan qabul adalah menerima artinya pihak kedua menerima atau menyetujui kehendak pihak pertama untuk melakukan akad. Ijab dan qabul ini diadakan untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua pihak yang bersangkutan.
b.  Akad sesuai dengan kehendak syariah, artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua pihak atau lebih, (baik dari objek perjanjian, aktivitas yang dilakukan, dan tujuan) dianggap sah apabila sesuai atau sejalan dengan ketentuan hukum Islam.
c.  Adanya akibat hukum pada objek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul). Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (tasharruf). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.[footnoteRef:46] [46:  Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni, op.cit., h. 48.] 

3. Syarat sahnya perjanjian menurut Hukum Islam
Secara umum yang menjadi syarat sahnya sesuatu perjanjian adalah:
1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya.
Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syariah), maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.
2. Harus sama-sama ridha dan ada pilihan.
Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela tentang isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak tyang satu kepada pihak lainnya, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
3. Harus Jelas dan Gamblang
Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari. Dengan demikian pada saat pelaksanaan/penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka
perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.[footnoteRef:47] [47:  Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, op.cit., h. 2-4] 

4. Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Islam
Para pihak harus memperhatikan asas-asas perjanjian dalam hal pembuatan perjanjian dimana asas-asas ini berpengaruh terhadap status akad. Apabila asas-asas tersebut tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad/perjanjian yang dibuat. Adapun asas-asas itu yang harus diperhatikan dalam membuat akad/perjanjian adalah sebagai berikut:
a. Asas Ilahiah
Asas ilahiah atau asas tauhid adalah asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk kegiatan muamalat, yakni perbuatan perjanjian. Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT. manusia memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Hal ini terlihat dalam QS.Al Hadid (57):4
[image: ]
Artinya: “Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

b. Asas Kebebasan (Al-Hurriyah)
Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (freedom of making contract), dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menentukan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa di kemudian hari. Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam. Asas ini juga menghindari semua bentuk paksaan, tekanan dan penipuan dari pihak manapun. Landasas asas ini adalah QS. Al Baqarah (2) : 256

[image: ]
Artinya : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui..”

c. Asas Persamaan atau Kesetaraan (Al-Musawah)
Asas ini mensyaratkan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan (bargaining position) yang sama antara satu dengan yang lainnya, sehingga dalam menentukan term and condition dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Berlandaskan pada QS. al-Hujurat (49): 13:
[image: ]
Artinya : “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”
d. Asas Keadilan (Al-‘Adalah)
Pelaksanaan asas ini dalam suatu akad/perjanjian menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. 
e. Asas Kerelaan/Konsensualisme (Al-Ridhaiyyah)
Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan dan penipuan. Landasan asas ini terdapat dalam  QS. an Nisâ (4): 29:
[image: ]
Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

f. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Shidq)
Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perjanjian, maka akan merusak legalitas serta sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perjanjian, akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak. Dasar hukum mengenai asas ash-shidq terdapat dalam QS. al-Ahzab (33): 70:
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Artinya : ”Wahai orang-orang yang beriman! bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.”
g. Asas Kemanfaatan (Al-Manfaat)
Asas manfaat maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudharat) atau keadaan memberatkan (musyaqqah). Kemanfaatan ini antara lain berkenaan dengan objek akad, sebab Islam memandang bahwa tidak semua objek dapat dijadikan objek akad. Dengan kata lain barang atau barang, jasa atau usaha yang menjadi objek akad dibenarkan (halal) dan baik (thayyib).
h. Asas Tertulis (Al-Kitabah)
Asas ini mengandung arti bahwa  suatu perjanjian harus dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, serta suatu benda sebagai jaminan, karena demi kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa.[footnoteRef:48] [48:  . Lihat Abdul Ghofur Anshori, op.cit., h. 32-35; Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni, op.cit., h. 30-37; Fathurrahman Djamil, op.cit., h. 14-27; dan Dewi Nurul Musjtari, op.cit., h. 47-50.] 


BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.  Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Secara Online Pada Perusahaan Fintech.
1. Pendaftaran Legalitas Perusahaan Fintech Pada OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
Perkembangan fintech di Indonesia tumbuh dengan cepat sehingga memerlukan wadah yang khusus untuk keberlangsungan hidup fintech. Perkembangan fintech  tersebut memerlukan kesiapan pemerintah dan regulator di Indonesia dalam mengaturnya, terutama yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, kegiatan usaha, dan mitigasi risiko. Memperhatikan makin maraknya fintech di Indonesia, maka OJK telah membentuk Tim Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan atau disingkat PIDEK yang terdiri dari gabungan sejumlah satuan kerja di OJK yang mengkaji dan mempelajari perkembangan fintech dan menyiapkan peraturan serta strategi pengembangannya. sehubungan dengan meningkatnya permohonan pendaftaran dan perizinan perusahaan start-up fintech dan kebutuhan akan pengawasan fintech OJK menilai bahwa pengembangan internal organisasi yang menangani  tentang fintech sangatlah dibutuhkan. Oleh karenanya, OJK membentuk dua satuan kerja baru terkait fintech, yaitu Grup Inovasi Keuangan Digital dan Keuangan Mikro dan Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan fintech.[footnoteRef:49] Dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator, OJK telah menerbitkan peraturan terkait fintech yaitu POJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dengan adanya aturan tersebut banyak kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan fintech untuk melakukan pendaftaran dan izin oprasionalnya pada OJK. Disebutkan dalam pasal 2 POJK 77 Tahun 2016 perusahaan fintech harus berbadan hukum, baik Perseroan Terbatas maupun Koperasi. Bagi penyeleggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia atau badan hukum asing. Khusus untuk penyelenggara warga negara asing atau badan hukum asing, kepemilikan saham baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85%.[footnoteRef:50] [49:  DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 6, Nomor 3,  https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/ diakses pada 2 januari 2019 pukul 15.00 WIB]  [50:  Pasal 3 POJK No 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.] 

Penyelenggara kegiatan usaha ini dalam melakukan kegiatannya terlebih dahulu wajib melakukan pendaftaran dan perizininan kepada OJK sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Sebelum mengajukan perizinan, terlebih dahulu harus mengajukan pendaftaran kepada OJK. Penyelenggara wajib memiliki modal sebesar Rp1.000.000.000,00 pada saat pengajuan permohonan perndaftaran dan memiliki modal yang disetor sebanyak Rp2.500.000.000,00 pada saat pengajuan perizinan operasionalnya.[footnoteRef:51] Pendaftaran ini paling lambat diajukan 6 (enam) bulan setelah POJK Nomor 77/POJK.01/2016 berlaku. Permohonan pendaftaran tersebut diajukan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan formulir diserta dengan lampiran dokumen seperti yang diatur di dalam Pasal 8 ayat (3) POJK di atas. OJK kemudian akan menelaah permohonan pendaftaran yang diajukan penyelenggara layanan keuangan berbasis Teknologi Informasi kemudian menetapkan persetujuan atas permohonan pendaftaran dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran.[footnoteRef:52] Setelah 10 (sepuluh) hari kerja tersebut kemudian OJK akan menetapkan persetujuan pendaftaran dengan memberikan surat tanda bukti terdaftar. Setiap penyelenggara yang telah terdaftar di OJK wajib untuk mengajukan laporan secara berkala setiap 3 bulan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember kepada OJK dengan informasi yang paling sedikit memuat : jumlah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, kualitas pinjaman yang diterima oleh Penerima Pinjaman, berikut dasar penilaian kualitas pinjaman, dan kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di OJK.[footnoteRef:53] [51:  Pasal 4 POJK No 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.]  [52:  Pasal 8 angka 4 POJK No 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.]  [53:  Pasal 9 angka 1 POJK No 77 Tahun 2016  Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.] 

Penyelenggara yang sudah terdaftar dan menyampaikan laporannya berhak mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK.[footnoteRef:54] Apabila dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang diberikan oleh OJK tersebut, penyelenggara yang telah mendapat surat tanda bukti terdaftar dan tidak menyampaikan permohonan perizinan, maka surat tanda bukti terdaftar sebagai penyelenggara menjadi batal dan penyelenggara tersebut tidak lagi terdaftar di OJK dan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran kembali kepada OJK.[footnoteRef:55] [54:  Pasal 10 angka 1 POJK No 77 Tahun 2016  Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.]  [55:  Pasal 10 angka 2 dan 3 POJK No 77 Tahun 2016  Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi] 

Syarat-syarat pengajuan permohonan perizinan diatur di dalam Pasal 11 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan perizinan OJK akan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizininan penyelenggara tersebut.[footnoteRef:56] Selama 20 (dua puluh) hari tersebut, OJK melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen dan analisis kelayakan atas rencana kerja. Dalam proses memberikan izin tersebut dimungkinkan OJK untuk melakukan wawancara terhadap pemilik dan/atau calon direksi dan verifikasi langsung ke kantor pemohonan izin. Pelaksanaan wawancara tersebut sebagai sarana fit and proper test terhadap calon direksi/komisaris penyelenggara. Wawancara diatas juga untuk memeriksa bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan lainnya, tidak tercatat dalam daftar kredit macet, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dibidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir dan tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Di dalam pengawasan ini diatur mengenai pengawasan OJK terhadap perubahan kepemilikan penyelenggara yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK. Selain itu, apabila penyelenggara yang telah memperoleh izin dan menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya, harus mengajukan permohonan perncabutan izin atas permohonan sendiri kepada OJK dengan disertai alasan ketidakmampuan, dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban penggunan. Pencabutan izin tersebut paling lambat 20 (dua puluh) hari keja sejak tanggal permohonan pencabutan.[footnoteRef:57] [56:  Pasal 11 angka 3 POJK No 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.]  [57:  Pasal 13 POJK No 77 Tahun 2016  ] 

2. Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang secara Online Pada Perusahaan Fintech.
Perjanjian pinjam meminjam uang online atau dikenal juga dengan nama Peer To Peer Lending (P2P Lending) pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanan perjanjian dilakukan secara online. Dasar hukum dalam perjanjian ini adalah POJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang online diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian online itu lahir. 
Perjanjian online lahir dari penawaran (offeror) yang dilakukan lewat online serta penerimaannya (offeree) dilaksanakan secara online juga.[footnoteRef:58] Penawaran (offer) adalah pernyataan salah satu pihak, offeror, untuk masuk dalam ikatan suatu perjanjian. Dalam konteks online, sebuah jasa online lainnya dapat memajang informasi produk yang ditawarkan kepada konsumen. Informasi tersebut dapat berupa katalog produk dan layanan yang mereka berikan. Konteks penawaran yang dilakukan secara online, baik melalui website atau media online lainnya yang memajang informasi barang atau jasa merupakan bentuk iklan. Sehingga pada saat calon nasabah mentransmisikan sebuah pesanan, maka terlebih dahulu harus dilakukan pengakseptasian barulah terjadi perjanjian. Penerimaan adalah persetujuan akhir dan mutlak terhadap isi dari suatu penawaran dan umumnya penerimaan penawaran harus disampaikan atau dikomunikasikan kepada pihak yang menyampaikan penawaran. Tanpa adanya penerimaan terhadap suatu penawaran, tidak akan mungkin lahir suatu kontrak. Terdapat dua metode pokok komunikasi yang digunakan pada tahapan lahirnya sebuah kontrak di internet, pertama, e-mail dan kedua, webpage, atau click wap. Dengan adanya kedua jenis cara ini sehingga melahirkan kontrak elektronik (e-contract).[footnoteRef:59]  [58:  M. Arsyad Sanusi, Hukum dan Teknologi Informasi, Mizan, Bandung, 2005.]  [59:  Ibid, hlm 369] 

Kontrak elektronik menurut UU ITE adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sementara menurut Edmon Makarim dan Deliana mendefinisikan kontrak elektronik sebagai perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (networking) dari sistem informasi yang berbasiskan komputer (computer based information system) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (telecommunication based) yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet (network of network).[footnoteRef:60] Dasar hukum keberadaan kontrak elektronik adalah hukum perjanjian Indonesia yang diatur di dalam Buku III KUH Perdata. Buku III KUH Perdata tersebut bersifat terbuka dan adanya asas kebebasan berkontrak menjadikan kontrak elektronik secara substansi tidak berbeda dengan kontrak yang dihasilkan dari perjanjian konvensional. Kontrak elektronik dihasilkan dari alat-alat elektronik sehingga bentuknya adalah dokumen elektronik. Didalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini terdapat 3 pihak :  [60:  Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian didalam Kotrak Elektronik dalam Sistem Hukum Indonesia, Rosa Agustina, Gloria Juris, Vol.8, No. 1, Januari–April 2008, hlm.7.] 

a. Penyelenggara 
Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Infromasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara menurut Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 77 Tahun 2016 adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Penyelenggara dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang online ini sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas atau koperasi. Badan hukum yang menjadi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tersebut wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.
Kegiatan usaha penyelenggara seperti dijelaskan dalam Pasal 5 POJK Nomor 77 Tahun 2016 adalah menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Infromasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman. Penyelenggara dalam hal ini juga menyeleksi, menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan penerima pinjaman agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada para pendana. Sehingga penyelenggara menjadi Peer to Peer marketplaces yang merupakan suatu wadah yang mempertemukan pihak yang membutuhkan pinjaman dengan pihak lainnya yang bersedia untuk memberikan pinjaman.
b. Penerima Pinjaman
Penerima Pinjaman menurut Pasal 1 Angka 7 POJK Nomor 77 Tahun 2016 adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara dengan pemberi pinjaman. Ketentuan penerima pinjaman menurut POJK Nomor 77 Tahun 2016 adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Ketentuan mengenai syarat-syarat penerima pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara seperti halnya penyelenggara, penerima pinjaman juga memiliki hak dan kewajiban.
c. Pemberi Pinjaman
Pemberi Pinjaman menurut Pasal 1 Angka 8 POJK Nomor 77 Tahun 2016 adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yan mempunyai piutang karena Perjanjian Layanan Pinjam Meminjma Berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman merupakan pihak yang memberikan pinjaman atau pendanaan kepada penerima pinjaman yang membutuhkan dana/uang yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara. Ketentuan pemberi pinjaman menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia, orang perseorangan Warga Negara Asing, badan hukum Indonesia atau asing, badan usaha Indonesia atau asing dan/atau lembaga Internasional. Ketentuan mengenai syarat-syarat pemberi pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara. 
Mekanisme Penyelenggaraan fintech (Financial Technology) Berbasis Peer to Peer Lending (P2P Lending) berbeda dengan perbankan. Peer to Peer Lending (P2PLending) tidak menghimpun dana dari masyarakat dalam menyalurkan pembiayaan. Peer to Peer Lending (P2P Lending) juga berbeda dengan Perusahaan multifinance yang memberikan pembiayaan secara langsung kepada debitur dengan menggunakan modal perusahaan itu sendiri (balance sheet financing). Peer to Peer Lending (P2P Lending) adalah aktivitas pembiayaan yang dilakukan secara online dalam sebuah wadah yaitu melalui marketplace. Marketplace tersebut mempertemukan antara debitur (penerima pinjaman) dengan kreditur (pemberi pinjaman). Pendapatan yang diterima oleh Penyelenggara Peer to Peer Lending (P2P Lending) berasal dari fee dan komisi yang diperoleh dari debitur (penerima pinjaman) dengan kreditur (pemberi pinjaman) sehingga bukan dari pendapatan bunga. Alur pinjam meminjam secara online melalui Marketplace Lending atau Peer to Peer Lending yaitu Penyelenggara layanan pinjam meminjam secara online mempertemukan antara debitur (penerima pinjaman) dengan investor/kreditur (pemberi pinjaman) melalui platform yang telah disediakan oleh Penyelenggara yang dengan mudah dapat diakses oleh semua orang. Penyelenggara bukan merupakan kreditur, sehingga tidak mendapatkan pendapatan bunga dan tidak menahan modal untuk menyerap risiko. Pendapatan yang diterima oleh Penyelenggara adalah berasal dari fee dan komisi dari debitur (penerima pinjaman) dan investor/kreditur (pemberi pinjaman). Dalam Penyelenggaraan fintech berbasis Peer to Peer Lending menggunakan sistem skoring kredit seperti perbankan dan mempublikasikan hasilnya pada platform Penyelenggara tersebut. Penyelenggara menyampaikan informasi secara transparan kepada pemberi pinjaman sehingga pemberi pinjaman mengetahui kepada siapa pembiayaannya diberikan.[footnoteRef:61] [61:  http://bumninc.com/analisis/34/index.html, akses tanggal  27 desember 2018 pukul 10.00 WIB] 

Layanan perjanjian pinjam meminjam secara online dilakukan oleh para pihak yang dihubungkan dengan adanya hubungan hukum untuk mengatur kegiatan fintech berbasis Peer to Peer Lending. Hubungan hukum para pihak dihubungkan melalui suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[footnoteRef:62] Perjanjian pada umumnya dilakukan dengan membuat kesepakatan yang dilakukan secara langsung antara para pihak yang akan saling mengikatkan diri, akan tetapi perjanjian dalam fintech berbasis Peer to Peer Lending dilakukan secara elektronik sehingga perjanjian tersebut berbentuk perjanjian elektronik yang dituangkan dalam dokumen elektronik oleh para pihak. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.[footnoteRef:63] Pembuatan perjanjian elektronik dalam Penyelenggaraan fintech dilakukan tanpa harus bertemu dan bertatap muka secara langsung. Hal demikian memberikan kemudahan terutama kemudahan akses bagi para pihak yang akan menggunakan fintech berbasis peer to peer lending. [62:  Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.]  [63:  Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  ] 

Perjanjian elektronik yang dibuat dalam fintech berbasis Peer to Peer Lending memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak sebagaimana perjanjian pada umumnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Maka perjanjian elektronik tersebut berlaku sebagai suatu undang-undang bagi para pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan hukum bagi para pihak yaitu :
a. Hubungan Hukum antara Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman
Antara pihak penyelenggara dengan penerima pinjaman, terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian. Namun, perjanjian antara penyelenggara dan penerima pinjaman berupa perjanjian pengguna layanan pinjam peminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian tersebut lahir ketika penerima pinjaman telah melakukan penerimaan terkait dengan segala ketentuan penggunaan yang ditetapkan oleh penyelenggara dan kemudian mengajukan permohonan peminjaman berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan pula oleh penyelenggara. Dalam perjanjian yang mengikat antara penyelenggara dan penerima pinjaman adalah terkait dengan proses pinjaman yang akan di dapatkan oleh penerima pinjaman dari pemberi pinjaman melalui perantaraan penyelenggara serta mekanisme pembayaran atau pengembalian pinjaman tersebut. Perjanjian ini dapat dianggap sebagai awal terjadinya perjanjian pinjam meminjam. Karena pada tahap ini hadirnya para penerima pinjaman yang membutuhkan dana kemudian mengikatkan diri pada penyelenggara untuk dapat dipertemukan dengan para pemberi pinjaman dan dituangkan dalam dokumen elektronik yang memuat paling sedikit : nomor penjnjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, nilai angsuran, jangka waktu, objek jaminan (jika ada), rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda (jika ada), mekanisme penyelesaian sengketa.[footnoteRef:64] [64:  Pasal 19 angka 2 POJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.] 

b. Hubungan Hukum antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman
Antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian tersebut lahir karena pemberi pinjaman mengikatkan diri pada penyelenggara untuk memberikan pinjaman/pendanaan terhadap tawaran pinjaman dari penerima pinjaman yang diajukan melalui penyelenggara. Perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi penyelenggara dan pemberi pinjaman. Kewajiban penyelenggara salah satunya adalah wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi pinjaman atas penggunaan dananya dan informasi penerima pinjaman. Informasi penggunaan dana yang diberikan oleh penyelenggara paling sedikit harus memuat : jumlah dana yang dipinjamkan kepada penerima pinjaman, tujuan pemanfaatan dana oleh penerima pinjaman, besaran bunga pinjaman dan  jangka waktu pinjaman.[footnoteRef:65] Sedangkan kewajiban pemberi pinjaman salah satunya adalah melakukan pendanaan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya dalam formulir pendanaan yang telah diajukan pada penyelenggara dan Dituangkan dalam dokumen elektronik. yang memuat paling sedikit : nomor penjnjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, nilai angsuran, jangka waktu, objek jaminan (jika ada), rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda (jika ada), mekanisme penyelesaian sengketa. [65:  Pasal 19 angka 5 POJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
] 

c. Hubungan Hukum antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman
Antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terdapat hubungan hukum dalam bentuk perjanjian pemberian pinjaman/perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Objek dalam perjanjian pinjam meminjam ini adalah uang. Pelaksanaan perjanjian meminjam uang ini juga dilaksanakan secara online. Dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman,  Hak dari penerima pinjaman adalah mendapatkan pinjaman atau pendanaan dari pemberi pinjaman. Kemudian kewajiban dari penerima pinjaman adalah mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan jadwal yang telah ditentukan. Sementara hak pemberi pinjaman adalah mendapatkan pengembalian pinjaman beserta dengan bunga dalam jangka waktu dan jadwal yang telah ditentukan. Masing-masing pihak dalam hal ini berhak untuk mendapatkan akses informasi mengenai infrormasi penggunaan dana untuk pemberi pinjaman dan posisi pinjaman bagi penerima pinjaman. yang paling sedikit memuat nomor perjanjian, tanggal perjanjian identitas para pihak, ketentuan hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, besarnya komisi, jangka waktu, rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda (jika ada), mekanisme penyelesaian sengketa, mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutan kegiatan oprasionalnya.[footnoteRef:66] [66:  Pasal 20 angka 2 POJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.] 


3. Hak dan Kewajiban Bagi Pemberi Pinjaman, Penerima Pinjaman, serta Penyelenggara Layanan Fintech Berbasis Peer to Peer Lending.
Berdasarkan mekanisme fintech berbasis Peer to Peer Lending tersebut, dapat ditarik mengenai hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu Pemberi Pinjaman, Penerima Pinjaman dan platform fintech berbasis Peer to Peer Lending sebagai Penyelenggara. Berikut ini adalah beberapa hal mengenai hak dan kewajiban para pihak tersebut, antara lain :
1. Pemberi Pinjaman 
Kewajiban bagi pemberi pinjman dalam praktik Fintech berbasis Peer to Peer Lending antara lain :
a. Diwajibkan untuk mengisi data mengenai identitas diri sebagai Pemberi Dana pada platform Fintech seperti nama, nomer identitas, alamat, nomor telepon, dan besarnya pendanaan yang akan diberikan kepada penerima pinjaman.
b. Diwajibkan untuk mengisi perjanjian elektronik antara pemberi pinjaman dengan Penyelenggara dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui bantuan Penyelenggara.
c. Diwajibkan untuk mengirim dana sebagaimana besarnya pada tagihan sistem tepat waktu.[footnoteRef:67] [67:  Pasal 19 POJK No 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.] 

Hak yang diperoleh pemberi pinjaman dalam praktik Fintech berbasis Peer to Peer Lending antara lain :
a. Mendapatkan bunga atas pendanaan yang dilakukan sebesar besarnya bunga yang diperjanjikan.
b. Mendapatkan laporan atas penggunaan dana oleh penerima pinjaman baik via email maupun sms.
c. Memiliki virtual account dari Penyelenggara yang dipergunakan untuk menyalukan dana yang akan dipinjamkan dan untuk mendapatkan pengembalian atas dana yang telah disalurkan.[footnoteRef:68] [68:  Pasal 24 angka 2 POJK No 77 Tahun2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi] 

2. Penerima Pinjaman 
Kewajiban bagi penerima pinjman dalam praktik Fintech berbasis Peer to Peer Lending antara lain :
a. Wajib mengisi dokumen yang disedikan platform Penyelenggara dan memasukkan data-data yang dibutuhkan dengan jelas, jujur dan rinci mengenai identitas serta penggunaan dana yang akan diajukan dipinjaman.
b. Wajib untuk mengisi perjanjian elektronik dengan Pemberi Pinjaman melalui bantuan Penyelenggara.
c. Memberikan laporan atas penggunaan dana melalui platform Penyelenggara sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dari penerima pinjaman kepada Pemberi Pinjaman.
d. Memberikan fee sebesar 5% kepada platform Fintech sebagai Penyelenggara tergantung dengan pinjaman yang diajukan yaitu pinjaman personal atau pinjaman bisnis.
e. Wajib membayar angsuran peminjaman sesuai besarnya tagihan pada penerima pinjaman tepat waktu.[footnoteRef:69] [69: Pasal 20 POJK No 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.] 

Hak yang diperoleh penerima pinjaman dalam praktik Fintech berbasis Peer to Peer Lending antara lain :
a. Memperoleh data sebagai bentuk transparansi penerimaan pinjaman yang diberikan oleh Penyelenggara platform Fintech yang berisi data-data seperti identitas pemeberi dana, verivikasi pemberian dana, biaya adminitrasi yang digunakan pada platform Fintech.
b. Memperoleh dana yang bersih dan terbebas dari money laundry.
c. Memiliki escrow account dari Penyelenggara yang dipergunakan untuk pelunasan pinjaman.[footnoteRef:70] [70: Pasal 24 angka 3 POJK No 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.] 

3. Penyelenggara 
Kewajiban bagi Penyelanggara dalam praktik Fintech berbasis Peer to Peer Lending antara lain :
a. Memberikan informasi mengenai layanan pinjam meminjam secara online secara jujur dan tidak menyesatkan bagi para pengguna layanan pinjam meminjam secara online tersebut.
b. Memberikan fasilitas bagi Penerima Pinjaman mengenai sistem kalkulasi pembiayaan yang akan dilakukan melalui platform Menyalurkan dana dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui platform yang telah disediakan Penyelenggara.
c. Menyalurkan dana dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui platform yang telah disediakan Penyelenggara.
d. Wajib menyediakan escrow account dan virtual account bagi Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman.
e. Menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman.
Hak yang diperoleh platform Fintech selaku Penyelenggara dalam praktik Fintech berbasis Peer to Peer Lending antara lain :
a. Memperoleh laporan penggunaan dana dari Penerima Pinjaman sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dari Pemberi Pinjaman.
b. Mendapatkan fee sebesar 5% dari Penerima Pinjaman sebagai bentuk pembayaran jasa bagi perusahaan platform Fintech.

B. Perlindungan Data Nasabah Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online Pada Perusahaan Fintech.
Berbicara tentang perlindungan hukum bagi nasabah, tentu timbul pertanyaan kepada kita mengapa nasabah perlu dilindungi dan bagaimana bentuk-bentuk perlindungannya menurut peraturan perundang-undangan. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah upaya untuk menciptakan rasa aman dan terlindungi bagi para nasabah. Sedangkan yang dimaksud nasabah adalah konsumen jasa perbankan yang bertransaksi di jasa keuangan perbankan.[footnoteRef:71]  [71:  Jamal wiwoho, 2011, hukum perbankan Indonesia, Surakarta, UPT.Penerbitan dan pencetakan UNS.] 

Dalam kenyataannya banyak pihak dari perusahaan fintech yang memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan hak-hak nasabah serta memanfaatkan kelemahan nasabah tanpa harus mendapatkan sanksi hukum, minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tidak mustahil dijadikan lahan bagi perusahaan fintech dalam transaksi yang tidak mempunyai iktikad baik dalam menjalankan usaha yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada. Disamping itu, lemahnya posisi nasabah tersebut disebabkan antara lain perangkat hukum yang ada belum bisa memberikan rasa aman, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan dan hak-hak nasabah yang semestinya terlibat penegakan hukum (law enforcement) itu sendiri dirasakan kurang tegas. Disisi lain cara berpikir sebagai pelaku usaha semata-mata masih bersifat profit oriented dalam konteks jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan konsumen yang merupakan bagian dari jaminan berlangsungnya usaha dalam konteks jangka panjang.
Mengenai hak-hak nasabah yang berhak didapatkan oleh nasabah yaitu :
1. Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh perusahaan fintech, seperti fasilitas kartu atm.
2. Mendapatkan rasa aman dalam bertransaksi.
3. Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank. 
4. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan data nasabah dan dapat menutut kepada bank apabila terjadi kebocoran data nasabah.
5. Mendapakan agunan kembali, bila kredit yang di pinjam telah lunas.
6. Mendapat sisa uang pelelangan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak terbayar.[footnoteRef:72] [72:  Sembiring, sentosa.2008. Hukum Perbankan, Bandung, CV Mandar Maju.] 

Dengan adanya hak-hak nasabah suatu perusahaan fintech berkewajiban untuk:
1. Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
2. Ketentuan pemanfaatan data dan informasi pengguna yang diperoleh Penyelenggara harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a) memperoleh persetujuan dari pengguna
b) menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna
c) menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi
d) media dan metode yang dipergunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan, serta keutuhannya
3. Menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna/nasabah dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi
4. Media dan metode yang dipergunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan, serta keutuhannya.[footnoteRef:73] [73:  Pasal 30 POJK No 13 Tahun 2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital.] 

perlindungan data nasabah merupakan masalah yang sampai saat ini belum mendapat tempat yang baik dalam sistem penggunaan aplikasi fintech. Untuk itulah masalah perlindungan dan pemberdayaan konsumen tersebut mendapatkan perhatiaan khusus sebagai komitmen Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk menempatkan nasabah pada posisi yang sejajar dengan kedudukan perusahaan fintech. Sebab, kedudukan nasabah selama ini lemah atau dalam posisi yang kurang diuntungkan, apabila terjadi kasus-kasus hukum atau kasus tentang kebocoran data nasabah sehingga nasabah sangat dirugikan. Penyalahgunaan data nasabah oleh perusahaan fintech saat ini cukup tinggi seringkali di sebarkan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan nasabahnya.
Perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech berbasi Peer to Peer Lending dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.
1. Perlindungan Hukum Secara Preventif
Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hokum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum bagi Pengguna Layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya dari Penyelenggara layanan Fintech yaitu menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan, memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya, menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya, memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.[footnoteRef:74] [74:  Pasal 26 POJK No 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.] 

Dan Penyelenggara  harus menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan Fintech. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.
2. Perlindungan Hukum Secara Represif 
Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam Penyelenggaraan Fintech berbasis Peer to Peer Lending bisa terjadi antara Pengguna dengan Pengguna lainnya maupun dengan antara Pengguna dengan Penyelenggara. Jika sengketa tersebut benar terjadi maka ada mekanisme tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan. 
Dengan adanya tindakan pengaduan dari Pengguna layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending kepada Penyelenggara platform Fintech, hal tersebut membuat Penyelenggara harus segera menindak lanjutinya. Setelah menerima pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini Pengguna Fintech, sebagaimana Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah Penyelenggara layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending wajib melakukan:
a. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif
b. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan
c. Menyampaiakan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (redress/remedy) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.
Berdasarkan ketentuan POJK diatas, apabila terjadi suatu kebocoran data nasabah  akibat kesalahan atau kelalain dari Penyelenggara, maka Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas  perbuatannya tersebut.[footnoteRef:75] Penyelenggara akan menyelidiki kasus tersebut dan akan membedakan apakah kasus tersebut masuk ke dalam pelanggaran menyangkut finansial atau non finansial. Kerugian finansial merupakan kerugian nasabah yang berkaitan dengan adanya kerugian yang bersifat materiil, sedangkan kerugian non materiil merupakan kerugian nasabah yang berkaitan dengan non materiil seperti adanya kebocoran data nasabah. nasabah selaku pihak yang dirugikan berhak menerima ganti rugi dari Pihak Penyelenggara. Namun, apabila dalam hal pengaduan tidak mencapai suatu kesepakatan, maka nasabah dapat melakukan penyelesaian sengketa tersebut diluar maupun didalam pengadilan. Sebagaimana Pasal 39 Ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternative  penyelesaian sengketa atau dapat menyampaikan permohonannya kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesian pengaduan konsumen (pengguna layanan fintech berbasis Peer to Peer Lending) yang dirugikan oleh pelaku jasa keuangan yaitu Penyelenggara layanan fintech. [75:  Pasal 37 POJK No 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.] 

Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas OJK adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.[footnoteRef:76] Berdasarkan peraturan tersebut, juga memberikan perlindungan hukum bagi nasabah atas kebocoran data dimana layanan fintech berbasis Peer to Peer lending merupakan bentuk sumber pendanaan terbaru yang temasuk dalam kategori lembaga jasa keuangan lainnya. Kegiatan pinjam meminjam uang berbasis Peer to Peer Lending merupakan wewenang dari OJK untuk mengatur dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Sehingga dengan demikian OJK harus siap dengan mekanisme penyelesaian masalah yang akan timbul dikemudian hari apabila terjadi tentang kebocoran data nasabah sehingga menyebabkan kerugian bagi nasabah dalam mekanisme layanan fintech berbasis Peer to peer lending. Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa: [76:  Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.  ] 

a. peringatan tertulis;
b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. pembatasan kegiatan usaha; dan
d. pencabutan izin.[footnoteRef:77] [77:  Pasal 47 POJK No 77 Tahun 2016  Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.] 

Selain sanksi administratif diatas Otoritas Jasa Keuangan juga dapat melakukan suatu tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.[footnoteRef:78] [78:  Pasal 40 POJK No 13 Tahun 2018  Tentang Inovasi Keuangan Digital.] 




















BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, antara lain : 
1. Pada Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam uang secara online (Peer To Peer Lending) terdapat 3 pihak yaitu  Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman.  Para pihak saling berhubungan  dalam bentuk perjanjian dan Dituangkan dalam dokumen elektronik yang memuat paling sedikit : nomor penjnjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, nilai angsuran, jangka waktu, objek jaminan (jika ada), rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda (jika ada), mekanisme penyelesaian sengketa. Ketentuan ini diatur dalam POJK No 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 
2. Dalam hal ini perlindungan data nasabah jelas diperlukan karena nasabah merasa dirugikan dengan adanya kebocoran data tersebut yang tidak sesuai dengan prinsip POJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tetapi pihak penyelenggara sudah mempunyai ketentuan dalam upaya melindungi data nasabahnya untuk memberikan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman (nasabah) dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan upaya menerapkan prinsip dasar dari Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa. Prinsip dasar tersebut diatur dalam Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Perlindungan hukum secara represif dilakukan setelah terjadinya sengketa. Pihak yang dirugikan segera membuat tindakan pengaduan kepada pihak penyelenggara ataupun OJK.
B. Saran 
Saran – saran dari hasil penelitian ini antara lain :
1. OJK perlu mengawasi dan membuat regulasi yang lebih jelas dalam upaya pemasaran produk atau layanan Fintech yang dilakukan melalui sarana online dan untuk melindungi nasabah mengenai kebocoran data nasabah agar tercipta rasa keamanan dan kenyamanan terhadap nasabah dan tidak ada nasabah yang merasa dirugikan lagi atas kebocoran data pribadinya.
2. Setiap orang atau nasabah harus membaca dengan jeli dan cermat tentang isi perjanjian yang terjadi pada saat pegajuan pinjaman di perusahaan fintech agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak.
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